
BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai 

pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pada hasil output diperoleh keputusan yaitu F hitung 

0,899314 < F tabel dengan probabilitas signifikansinya > 0,05 yaitu 

sebesar  0,434771. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen 

pertumbuhan ekonomi  atau secara bersama-sama variabel independen 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, Maka kesimpulannya 

ialah Ho ditolak, artinya pendapatan asli daerah  dan dana alokasi umum  

secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Dari hasil output diperoleh t hitung pendapatan asli daerah sebesar -

0.332567 dengan nilai t tabel (Df-2) 14-2 = 12 alfa 5% sebesar 2.1782 

dan taraf signifikansi pendapatan asli daerah sebesar 0.7457 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak karena t hitung < t tabel dan untuk taraf 

signifikansinya 0.7457 > 0.05% artinya secara parsial pendapatan asli 

daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan  t hitung 

dana alokasi umum  diperoleh sebesar  -0.584591 dan nilai t tabel (Df-2) 

14-2 = 12 α 5% sebesar 2.179 dan taraf signifikansi dana alokasi umum 

sebesar 0.5706 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak  karena nilai t 
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hitung <  t tabel dan untuk taraf signifikansinya 0.5706 > 0.05%, artinya 

secara parsial dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

6.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan 

pengetahuan bagi pemerintah daerah sebaiknya tetap mempertahankan 

atau  meningkatkan sumber pendanaan dan pendapatan daerah dengan 

menyerap potensi daerah dalam semua bidang, selain ini pula dana yang 

bersumber dari APBN dapat ditingkatkan berdasarkan program 

pemerintah daerah dan bertujuan untuk meningkatkan PAD agar dapat 

menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.      

2. Untuk  penelitian  selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa 

dengan menambah variabel-variabel yang lebih bervariatif agar 

memperoleh kesimpulan yang lebih baik dari pada penelitian ini. 
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